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PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 

  ABSTRAK  - Untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, 
bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan 
kepeloporan.  Bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi 
dan peran yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari bagian 
pembangunan daerah. Maka untuk melakukan pembinaan  potensi terhadap 
kepemudaan, sehingga pemuda mampu untuk berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan daerah wilayah Kota Serang diperlukan peraturan daerah. 
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pembangunan Kepemudaan. 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 
1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 40 tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU 
No. 23 tahun 2014; PP No. 41 tahun 2011; Perpres No. 66 tahun 2017. 

  - Dalam peraturan ini diatur tentang pembangunan kepemudaan dengan 
menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya.  Penyelenggaraan 
Pembinaan terhadap pemuda bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, 
serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan 
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945. Pelaksanaan dari 
pembangunan kepemudaan ini dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. 
Pelayanan Kepemudaan ini dilaksanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) pilar yaitu 
pertama penyadaran, kedua pemberdayaan, dan yang ketiga pengembangan 
potensi pemuda.  

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28  
Desember 2018 

  -  Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan 

  - Penjelasan 6 HLM 

 


